
Subbag Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan   1 

 
 

Sekretaris KPU Banjar Kembali Duduk 

Dikursi Pesakitan  

 

 
baritopost.co.id 

 

Belum habis masa hukuman yang diberikan atas perkara terdahulu, Gusti Muhammad 

Iksan mantan Sekretaris KPU Kabupaten Banjar tahun 2014 kembali menjalani persidangan di 

Pengadilan Tipikor, Rabu (4/9). 

Perkara baru Gusti Muhammad Iksan kali ini tak jauh dari perkara terdahulu, yakni masih 

berkaitan dengan dana hibah1 yang diterima KPU Kabupaten Banjar. 

Dalam dakwaan JPU Tri Taruna SH, terdakwa dikatakan bersama-sama Tarmizi Nawawi 

(telah divonis) melakukan atau turut melakukan suatu korporasi yang menimbulkan kerugian 

negara sebesar Rp2.423.754.758. 

Berdasarkan DIPA, KPU Kabupaten Banjar mendapatkan anggaran sebesar 

Rp27.708.915.000 dari APBN, yang merupakan dana hibah. Anggaran yang dipersiapkan utuk 

pemilihan umum tersebut disalahkan gunakan, dimana pertanggungjawabannya tidak sesuai 

dengan rencana anggaran, seperti anggaran untuk pedoman dan petunjuk tehnis dan bimbingan 

yang dianggarkan  Rp20.484.665.000 realisasinya hanya Rp18.326.420.500. 

Atas perbuatan terdakwa tersebut JPU mematok pasal pasal  2 jo  pasal 18 UURI  No 31 

tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang 

                                                             
1 Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, 

perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk 

menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah 
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pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk dakwaan primair. 

Sedangka dakwaan subsidair pasal  3 jo  pasal 18 UURI  No 31 tahun 1999, sebagaimana 

diubah dan ditambah pada UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber berita: 

1. http://rri.co.id, Mantan Sekretaris KPU Banjar Kembali Terjerat Kasus Korupsi,            

Rabu 4 September 2019 

2. https://baritopost.co.id, Sekretaris KPU Banjar Kembali Duduk Dikursi Pesakitan,        

Jumat 6 September 2019 

 

 

 

Catatan berita: 

Mekanisme pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.  

Mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBD 

diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo 

Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 yang menyebutkan sebagai berikut: 

Pasal 16: 

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala 

daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. 

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah 

kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. 

http://rri.co.id/
https://baritopost.co.id/
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Pasal 17: 

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun 

anggaran berkenaan. 

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis 

belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. 

 

Pasal 18: 

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi: 

a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah; 

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah; 

c. NPHD; 

d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima 

akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa 

atas pemberian hibah berupa barang/jasa. 

Pasal 19: 

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang 

diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

a. laporan penggunaan hibah; 

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima 

telah digunakan sesuai NPHD; dan  

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan 

bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi 

penerima hibah berupa barang/jasa. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan 

kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, 

kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan 

dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. 
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Pasal 20: 

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun 

anggaran berkenaan. 

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir 

tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 

 

Pasal 21: 

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi 

pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan 

keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini. 

 


